1 Menimbang

OANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

1.

BUPATI ACEH JAYA,

- 2. bahwa Mineral Bukan - Logam dan Batuan

merupakan sumber daya alam yang perlu
dikendalikan pemanfaatannya sesuai dengan
prinsip pembangunan yang berkelanjutan
(sustainable development) sehingga dapat digunakan
bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
dan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak
kabupaten/kota sekaligus salah satu potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat
memberikan kontribusi sekaligus wujud dari peran
serta masyarakat untuk mendukung kemandirian
daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan;

_bahwa untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan

Pasal 2 ayat 2 huruf f dan Pasal 95 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan
Kabupaten mempunyai kewenangan untuk
mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

_bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;




2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan = Lembaran Negara  Nomor  3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987) ;

.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor Nomor 4189);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844},

7 .Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4633);




g

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :QANUN TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya;

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya adalah
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam sistem
Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
dan Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Jaya sesuai
dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur
penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh
Jaya.




4. Bupati adalah Bupati Aceh Jaya.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Aceh Jaya.

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

7.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang
selanjutnya disingkat Pajak, adalah pajak atas
kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral
bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

0. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan, mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

10.Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten yang tugas pokok dan fungsinya meliputi
pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan atau yang diberikan kewenangan
untuk melaksanakan pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
dapat dikenakan pajak.

12. Badan atau sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

13.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
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Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan
Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun
pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Insentif Pemungutan Pajak, yang selanjutnya disebut
Insentif, adalah tambahan penghasilan Yyang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pemungutan Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Tagihan Pajak Daerah  yang selanjuinya
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya  disingkat SKPDKB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.



23.

24.
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29.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya  disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan
tertentu = dalam  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan
atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Putusan banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, Keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan,
dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan
daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.



BAB II
NAMA OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral
Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi :
asbes; :
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata;
bentonit;
dolomit;
fesdspar;,
garam batu (halte);
grafit;
granit/andesit;
. gips; (kapur batu)
kalsit; {mineral berwarna putih terdapat dalam
batu gamping dan pualam)
kalolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
| opsidien;
| oker;
i pasir dan kerikil;
‘ pasir kuarsa;
| perlit;
| phospat;
aa. talk
\
|
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bb. tanah serap (fuller earth);
cc. tanah diamote; :
dd. tanah liat;
ee. tawas (alumj;

. tras;

. yarosif;
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hh. zeolit;

i1. basal;

3. trakkit; dan

kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) adalah :

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan
Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan
secara komersial;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan
secara komersial.

Pasal 4

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan
Batuan.

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi
setempat.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral
Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)
Pasal 7

Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pajak yang terhutang dipungut dalam wilayah
Kabupaten.

Pasal 9

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama
dengan 1 {satu) bulan kalender.

(2) Pajak yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada
saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

 BABIV
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan data wajib Pajak, Instansi
Pelaksana melakukan pendataan dan pendaftaran
terhadap orang atau badan yang mengambil Mineral
Bukan Logam dan Batuan.

(2) Ketentuan tentang Instansi Pelaksana  serta
pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABV
PENETAPAN, TATA CARA
PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 11
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak membayar Pajak dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran
Pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Bupati.




(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah
saat terutangnya pajak.

{(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak,
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % {dua persen)
dari pajak terutang setiap bulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan-penundaan pembayaran
Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak
dan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal ditetapkan.

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB, dalam hal :

1) jika Dberdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain, Pajak terutang tidak atau
kurang bayar;

2)jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenubhi,

Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data
yang semula tidak terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah Pajak yang terutang; atau

c. SKPDN, jika jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
yang tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
a angka 1) dan angka 2} dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak. ‘




3)

(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut.
Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka
3} dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 15

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung; atau

c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.




BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya

()

3)

{4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

kepada Bupati atau Pejabat yang ditetapkan atas
suatu SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar paling sedikit sejumlah yang disetujui oleh
Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditetapkan atau tanda
pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 18

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan yang diajukan harus memberikan
keputusan atas keberatan yang digjukan.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah berakhir dan Bupati tidak memberi
suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.




(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia
dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tariggal ditetapkan Putusan Banding.

H Pasal 20

l

{1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkan sebagian ataun seluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan
imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
ditetapkan SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib ~Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasif berupa denda 50% (lima puluh persen)
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan

: banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
| ayat {3) tidak dikenakan.
| (5) Dalam hal permochonan banding ditolak atau
| dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF

Pasal 21

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib

Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STFD,

SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya

- yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan

hitung dan/atau kekeliruan penerapan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.




(2)

(3)

2)

(3)

(4}

(5)

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan  sanksi
administratif berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak
benar;

. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

.Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang ditetapkan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

oo

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

Atas kelebihan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 {(dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
memberikan Keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan
keputusan, permohonan  pengembalian Pajak
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus ditetapkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
ditetapkan SKPDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {dua persen)
sebulan kepada Wajib Pajak.



(6) Tata cara pengembalian Pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu S (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa  penagihan pajak, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atay;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adatah wajib pajak
dengan kesadarnnya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah;

{5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari
pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 24-

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena

hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah
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kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.




(1)

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

Instansi terkait yang melaksanakan pemungutan
Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian
kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1)

2)

(3)

(1) ditetapkan melalui APBK.

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X1
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelii
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah;




(4)

(1)

{2)

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hraruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan  daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang

- diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

Wajib Pajak yang karena kealpasnnya tidak
menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling
banyak 2 {dua) kali jumlah pajak yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan  sengaja tidak
menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak
4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar.




(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

] Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten
ff Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 20006,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya
Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 11 Oktober 2011 M
13 Zulkaidah 1432 H

BUPATI ACEH JAYA,
Cap/Dto
AZHAR ABDURRAHMAN
Diundangkan di Calang

pada tanggal 13 Oktober 2011 M
15 Zulkaidah 1432 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
Cap/Dto

T. IRFAN. TB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2011 NOMOR 6




PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan
mata pencarian masyarakat menyebabkan usaha pertambangan
mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Aceh Jaya
cenderung tidak akan surut dari tahun ke tahun. Kegiatan
penambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten
Aceh Jaya semakin meningkat dengan meningkatnya kebutuhan
pembangunan itu sendiri.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dapat
dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Kabupaten Aceh Jaya
memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah
melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai salah satu
sumber PAD yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, periu dilakukan perluasan
objek pajak daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bahwa Kabupaten diberikan kewenangan untuk
memungut pajak Minelal Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 179 ayat (2) huruf a dan d Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan bahwa
pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan
Kabupaten/Kabupaten di Aceh adalah Pendapatan Asli Daerah
dan lain-lain pendapatan yang sah. Pasal 180 juga menentukan
bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kabupaten terdiri dari Pajak
Daerah.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah
memberikan juga kewenangan bagi daerah untuk melakukan
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai
salah satu sumber Pendapatan Daerah bagi Kabupaten Aceh
Jaya. '
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pASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

pasal 2

Pasal 3
a.

tm

o gl 0]

Cukup jelas

Serat mineral yg dapat digunakan dl berbagai ragam
industri, bersifat tahan panas, dan tidak mudah menjadi
abu apabila terbakar.

. Batuan berkristal halus sbg bahan pembuat atap rumah.

Bahan galian ini dikenal juga sebagai batu aji atau batu
mulia. Berdasarkan mutu dapat dipegunakan sebagai
bahan perhiasan (kalung, gelang, cincin) ataupun sebagai
bahan rumah tangga (meja, patung, asbak, dan
sebaginya). Jenisnya sangat beragam seperti krisopras -
Jamrud Garut, native copper (Batu Urat Tembaga), agat,
kuarsa/kalsedon (kecubung), kriskola, jaspir, fosil kayu
terkersikkan, dan lain-lain.

.Batu karang yang terutama mengandung kalsium

karbonat.

. Batu yang tidak tenggelam didalam air.

Sebuah mineral, batu yang dibentuk dari hasil proses
geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa
komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi dan
harus diolah sebelum dijadikan perhiasan.

. Tanah liat yang berasal dari sisa vulkanis.
.Batu kapur yang kemasukan jon magnesium sehingga

unsur kalsiumnya diganti oleh magnesium.

Mineral silikat pembentuk batuan. Ia  mempunyai
kerangka struktur tektosilikat yang menunjukkan 4
(empat) atom oksigen dalam struktur tetraheral SiO2 yang
dipakai juga oleh struktur tetraheral lainnya. Kondisi ini
menghasilkan kisi-kisi kristal seimbang terutama bila ada
kation lain yang masuk ke dalam struktur tersebut seperti
penggantian silikon oleh aluminium.

. Dikenal dikenal sebagai rock salt dan termasuk ke dalam

batuan sediment. Batu garam ini terbentuk dari kumpulan
mineral yang sering disebut halite. Mineral halite mempunyai
rumus kimia NaCl. Akan tetapi batu garam bisa juga
mengandung pengotor-pengotor dan umumnya yang
berasosiasi dengan batu garam tersebut adalah anhydrite
{CaS04), gypsum (CaSO4.2Hz0), dan juga sylvite
(KCl).Terbentuknya batu garam ini umumnya akibat dari
penguapan air yang mengandung garam seperti air laut yang
banyak mengandung ion-ion Na* (Sodium) dan Cl (Cloride).
Batu garam ini umumnya terbentuk di daerah danau yang
mengering akibat penguapan, teluk-teluk yang relatif
tertutup, daerah estuarine yang ada di daerah arid, daerah-
daerah di dekat laut seperti lagoon dan lain-lain.




k. Grafit adalah komposisi molekul karbon murni yang
lunak. Grafit, sebagaimana berlian, adalah bentuk alotrop
karbon, karena kedua senyawa ini mirip namun struktur
atomnya memengaruhi sifat kimiawi dan fisikanya. Grafit
terdiri atas lapisan atom karbon, yang dapat menggelincir
dengan mudah. Artinya, grafit amat lembut, dan dapat
digunakan sebagai minyak pelumas untuk membuat
peralatan mekanis bekerja lebih lancar. Grafit sekarang
umum digunakan sebagai "timbal" pada pensil.

l. Granit merupakan salah satu batuan beku, yang
bertekstur granitik dan struktur holokristalin, serta
mempunyai komposisi kimia +70% SiO2 dan +15% Al203,
sedangkan mineral lainnya terdapat dalam jumlah kecil,

| seperti biotit, muskovit, hornblende, dan piroksen.

| Umumnya granit berwarna putih keabuan, Sebagai batu

hias warna granit lainnya adalah merah, merah muda,

coklat, abu-abu, biru, hijau, dan hitam, hal ini tergantung

pada komposisi mineralnya. Granit adalah batuan beku

asam phatonik atau terbentuk dan membeku dalam kerak

| bumi. Bentuk cebakan yang terjadi dapat berupa dike, sill,
| atau dalam bentuk masa yang besar dan tidak beraturan.

m. Merupakan garam yang pertama kali mengendap akibat

proses evaporasi air laut diikuti oleh anhidrit dan halit,

| ketika salinitas makin bertambah. Sebagai mineral

} evaporit, endapan gypsum berbentuk lapisan di antara

\

|

|

|

\

|

|

|

|

batuan-batuan sedimen batugamping, serpih merabh,
batupasir, lempung, dan garam batu, serta sering pula
berbentuk endapan lensa-lensa dalam satuan-satuan
batuan sedimen. Gipsum (CaS04.2H20) mempunyai
kelompok yang terdiri dari gypsum batuan, gipsit
alabaster, satin spar, dan selenit. Gipsum umumnya
berwarna putih, namun terdapat variasi warna lain,
seperti warna kuning, abu-abu, merah jingga, dan hitam,
hal ini tergantung mineral pengotor yang berasosiasi
dengan gypsum.

n. Mineral pembentuk batuan dengan rumus kimia CaCO3
bentuk kristal trigonal, belahan berbentuk romboheidral
sempurna, tidak berwarna, putih, putih kekuningan,

| berkilap kaca hingga kusam, kekerasan 3, berat jenis 2,7 -
2.,9; bereaksi dengan asam klorida encer; terdapat pada
batu gamping atau cangkang karbonat.

o. Jenis lempung yang sebagian besar terdiri dari mineral
kaolinit, bila dibakar berwarna putih atau keputihputihan,
digunakan sebagai bahan dasar kerarnik dan penggunaan
lainnya.




Potasium aluminium silikat alam (KAI(SiO3)2) yang

ditemukan dalam lava, berwarna putih atau abu dengan
garis putih dan kilap seperti kaca, mengandung 1,5%
potas, densitas 2,45 - 2,50, kesadahan 5,5 - 6.

. Magnesium karbonat yang mengkristal dalam sistem

trigonal. Magnesit adalah bahan utama refraktori yang
digunakan dalam tungku-tungku temperatur tinggi dan
dapat menahan karat pada pembuatan baja.

. Sekelompok mineral pilosilikat yang memiliki komposisi

kimia sama dan pembelahan dasar yang sangat sempurna,
monoklinikm, mika merupakan salah satu bahan isolator
listrik terbaik. Beberapa varitas mika antara lain Dbiotit,
lepidolit, muskovit, flogopit.

. Batuan gamping yang telah mengalami proses ubahan;

banyak digunakan sebagai lantai, dinding, dsb.

. Cukup jelas.
.Batuan beku luar yang terjadi dan pembekuan magma

yang sangat cepat.

. Berbagai bahan pewarna alami yang menyerupai tanah

berwarna kuning, cokelat atau merah terutama tersusun
dari oksida besi hidrat yang bercampur dengan lempung
dan pasir dalam jumlah bervariasi.

.Pecahan batuan yang berukuran antara kerikil dan lanau,

atau 1/16-2 mm pada skala wentworth-udden.

. Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-

kristal silika (SiO2) dan mengandung senyawa pengotor
yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa
juga dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil
pelapukan batuan yang mengandung mineral utama,
seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian
tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan
di tepi-tepi sungai, danau atau laut.Dalam kegiatan
industri, penggunaan pasir kuarsa sudah berkembang
meluas, baik langsung sebagai bahan baku utama
maupun bahan ikutan. Sebagai bahan baku utama,
misalnya digunakan dalam industri gelas kaca, semen dan
tegel. Sebagai bahan ikutan, misal dalam industri cor,
industri perminyakan dan pertambangan, bata tahan api
(refraktori), dan lain sebagainya.

. Batuan beku kaca vulkanik menyerupai komposisi andesit

sampai riolit, mengandung air terikat 2 - 3%, mengembang
bila dipanaskan dengan cepat ke titik lelehnya, dapat
digunakan sebagai agregat ringan dan bahan akustik.

. Fosfat adalah unsur dalam suatu batuan beku (apatit)

atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis.
Biasanya, kandungan fosfor dinyatakan sebagai bone
phosphate of lime (BPL) atau triphosphate of lime (TPL),




aa.

bb.

CC.

dd.

cc.

atau berdasarkan kandungan P205. Fosfat apatit
termasuk fosfat primer karena gugusan oksida fosfatnya
terdapat dalam mineral apatit (CalO(PO4)6.F2) yang
terbentuk selama proses pembekuan magma. Kadang
kadang, endapan fosfat berasosiasi dengan batuan beku
alkali kompleks, terutama karbonit kompleks dan
sienit. Fosfat komersil dari mineral apatit adalah kalsium
fluo-fosfat dan kloro-fosfat dan sebagian kecil wavellite,
(fosfat aluminium hidros). Sumber lain dalam jumlah
sedikit berasal dari jenis slag, guano, crandallite
[CaAl3(PO4)2(0OH}5.H20], dan millisite
(Na,K).CaAl6(PO4)4(OH)9.3H20. Sifat yang dimiliki adalah
warna putih atau putih kehijauan, hijau, berat jenis 2,81-
3,23, dan kekerasan 5 H.

Talk adalah mineral yang sangat lunak dengan komposisi
kimia 3Mg.48i04H20, dan biasanya terjadi sebagai
mineral sekunder hasil hidrasi batuan pembawa
magnesium (magnesium bearing rock), seperti peridotit,
gabro, dan dolomit.Endapan talk umumnya hampir sama
di setiap daerah, sebagian besar batuan induk untuk
formasi talk merupakan batuan dolomit (kemurnian talk
tinggi) dan ultramafik (kemurnian talk rendah). Talk
mempunyai sifat halus, licin, penghisap minyak dan
Jemak, konduktivitas listrik rendah, penghantar panas
tinggi, dan electric strength tinggi.

Cukup jelas.

Diatom Earth atau lebih dikenal dengan sebutan tanah
diatom merupakan peristiwa yang terjadi apabila adanya
penumpukan cangkang diatom yang telah mati,
protoplasma sel dan pectin dari dinding selnya
terdekomposisi dan terpisah dari lapisan silica. Karena
cangkang tersebut mengandung silica, cangkang ini akan
tetap utuh walaupun tertimbun selama berabad-abad.
Selanjutnya silica mengendap di dasar air dan menjadi
tanah diatom.Tanah ini bernilai ekonomis tinggi karena
dapat digunakan antara lain sebagai bahan penggosok,
bahan penyaring, penyuling gasoline, bahan pembuat
jalan, bahan dasar kosmetik dan bahan dinamit.

Tanah liat ialah kata umum untuk partikel mineral
berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4
mikrometer. Lempung mengandung leburan silika -
dan/atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon,
oksigen, dan aluminum adalah unsur yang paling banyak
menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses
pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian
dihasilkan dari aktivitas panas bumi.

Bahan kimia yang mempunyai rumus Al2(SO4)3 K2504
4H20 yang berfungsi sebagai penggumpal.




ff. Tuf gunung api, berwarna cerah, dengan komposisi seperti
pozolan, dapat digunakan sebagai bahan campuran untuk
pembuatan semen pozolan.

gg. Salah satu mineral pigmen dengan rumus kimia X.Fe3
(SO4)2,(OH)6; X dapat berupa K, Na, Nh4; digunakan
sebagai bahan pewarna.

hh. Zeolit alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi,
dengan unsur utama yang terdiri dari kation alkali dan
alkali tanah. Senyawa ini berstruktur tiga dimensi dan
mempunyai pori yang dapat diisi oleh molekul air. Zeolit
alam terbentuk dari reaksi antara batuan tufa asam
berbutir hatus dan bersifat riolitik dengan air pori atau air
meteorik. Penggunaan zeolit adalah untuk bahan baku
water treatment, pembersih limbah cair dan rumah
tangea, untuk industri pertanian, peternakan, perikanan,
industri kosmetik, industri farmasi, dan lain-lain.

ii. Basal adalah bahan batu terbaik yang digunakan dalam
perbaikan jalan, kereta api, landasan pacu bandara.
Tambang basal adalah kompresi yang kuat, nilai
menghancurkan rendah, ketahanan korosi yang kuat, dIL
Basal adalah bahan yang baik untuk menghasilkan batu
cor yang jauh lebih keras dan tahan aus dari baja, tahan
korosi dari timbal dan karet.

jj- Cukup jelas.

kk. Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

_ Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13
Culkup jelas




pasal 14
Penerbitan surat ketetapan pajak dalam Kketentuan ini
ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena
ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajip
Pajak.
Ayat (1)
Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati
untuk menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN
hanya terhadap kasus-kasus tertentu, yaitu hanya
terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi
kewajiban formal dan/atau material.
Contoh :

| 1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD

| pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam

jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan

SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5

(ima) tahun Bupati dapat menerbitkan SKPDKB
| atas Pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada

} tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama

| 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan

| SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas Pajak
| yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati
| dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan

‘ sanksi administratif.

| 3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh

| yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah
Pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang, maka Bupati dapat menerbitkan
SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan,
ternyata jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka
Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas

‘ Angka 2)

Cukup jelas
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Angka 3) - i
Yang dimaksud dengan “penetapan
pajak secara jabatan’ adalah penetapan
besarnya pajak yang terutang yang
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk berdasarkan data yang ada
atau keterangan lain yang dimiliki oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
| Cukup jelas
| Ayat (2)
Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak
yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu
mengenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari Pajak yang
tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua pulub empat) bulan atas Pajak
yang tidak atau terlambat dibayar.
Ayat {3)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
‘ huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru
‘ dan/atau data yang semula belum terungkap yang
| berasal dari hasil pemeriksaan sehingga Pajak yang
} terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak
} dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100
| % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.

Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkannya sebelum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3, yaitu Wajib Pajak tidak mengisi
SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan Pajak sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang
terutang. Dalam hal ini, Bupati menetapkan Pajak
yang terutang secara jabatan melalui penerbitan
SKPDKB.
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Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang
terutang, juga dikenakan sanksi administraif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 {dua puiuh empat)
bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung
sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan
diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
| Yang dimaksud dengan karena keadaan di luar
| kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di
! luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak.
: Ayat (4)
‘ Cukup Jelas
| Ayat {5)
i Cukup Jelas
| Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
F Ayat (2)
Huruf a
Pengakuan utang Pajak secara langsung
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.
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Huruf b
Pengakuan utang secara tidak langsung dapat
diketahui dari pengajuan  permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
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